POHON KINERJA
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang
dihasilkan DPD Rl

K : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk
legislasi RUU (Py;,) , 2) Nilai kualitas dukungan

keahlian untuk legislasi RUU (P,;,)

Meningkatnya kualitas pandangan dan
pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau
DPR

IK : 1) Nilai kudalitas dukungan bahan untuk
pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah
atau DPR (P;»), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR (P;,,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai APBN

IK : 1) Nilai kudalitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S3,), 2)

Nilai kualitas dukungan keahlian untuk
pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S3,)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas
RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk
pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan

Agama (P.;), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian
untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan

dan Agama (P.,,)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas
pelaksanaan UU

K : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil
pengawasan atas pelaksanaoan  UU  sesuai

ASMASDA (P.;), 2) Nilai kudalitas dukungan
keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU

sesuai ASMASDA (P,;;)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil
pemantauan dan peninjauan terhadap
pelaksanaan UU sesuai ASMADA

K : 1) Nilai kudlitas dukungan bahan untuk untuk
tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P.y), 2)
Nilai kualitas dukungan  keahlion untuk untuk

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan
Perda sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai kudlitas bahan tindak lanjut hasil
pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda
sesuai ASMASDA (P,3;), 2) Nilai kualitas keahlian
tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas

tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan
terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P-,,)

Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P,s,)
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Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk legislasi RUU

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;;)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pandangan dan pendapat atas RUU
Usul Pemerintah atau DPR

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
pandangan dan pendapat atas RUU Usul
Pemerintah atau DPR sesuai standar yang

ditetapkan(Ki,;,)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
APBN

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;s,,)
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Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk pertimbangan atas RUU mengenai
Pajak, Pendidikan dan Agama

IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi
RUU sesuai standar yang ditetapkan (K;4,,)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan
UU sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendendasi
kebijokan atas tabulasi ASMASDA  untuk
pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai standar
yang ditetapkan (Kui)
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Meningkatnya kualitas dukungan bahan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan UU
sesuai ASMASDA

IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan
atas tabulasi ASMASDA untuk pemantauan dan

peninjauan sesuai standar yang ditetapkan (K,.,,)

- v -

I

h 4

h 4

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan
daerah yang berkualitas untuk legislasi
RUU

IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2)
ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan
data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan
pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi

darah, 5) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk pandangan
dan pendapat

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi

stakeholder
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Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU APBN

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder
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Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak,
Pendidikan dan Agama

IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait
dengan hubungan pusat dan daerah serta
pelaksanaan otonomi daerah, 2) Konfirmasi

stakeholder

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMADA untuk pengawasan
atas pelaksanaan UU

IK : 1) Telaohan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu
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Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas
tabulasi data ASMASDA untuk
Pemantauan dan peninjauan

IK : 1) Telaohan ASMASDA atas pelaksanaan UU
tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas
ASMASDA pelaksanaan UU tertentu
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